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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang 

pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

aspek ekonominya yang diukur dengan pendapatan nasional 

perkapita. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan 

ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi maka dapat mendorong 

terjadinya pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya, dengan 

adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat memperlancar 

pembangunan ekonomi.
1
 Salah satu prioritas dari pembangunan 

adalah menurunkan tingkat kemiskinan agar tercapai masyarakat 

yang adil dan makmur. Kemiskinan merupakan indikator yang 

penting untuk melihat keberhasilan suatu negara, hal ini disebabkan 

karena masalah kemiskinan dapat menjadi faktor penghambat 

pembangunan di masa yang akan datang. Kemiskinan menjadi isu 

yang sangat penting dalam proses pembangunan yang dihadapi oleh 

negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. 

Ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan faktor yang 

memicu terjadinya ketimpangan yang dapat menciptakan kemiskinan. 

Masalah  kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks 

yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu 

wilayah. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan ini harus segera diatasi 

oleh setiap negara.
2
 

Terdapat tiga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, 

yaitu: 

1. Indikator moneter, atau dapat disebut dengan indikator yang 

berhubungan dengan uang. Uang yang dimaksud yaitu berupa 

tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Di dalam 

indikator moneter ini indikator yang dapat diukur adalah 

pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita digunakan 

untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara maju 

dengan negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pendapatan 

                                                             
1 Sayifullah Sayifullah and Tia Ratu Gandasari, ‗Pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten‘, Jurnal Ekonomi-
Qu, 6.2 (2016), 236–55 <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>. 

2 Elvira Handayani Jacobus, Paulus . Kindangen, and Een N. Walewangko, 

‗Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi 

Utara‘, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19.7 (2019), 86–103 
<https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>. 
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per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju 

pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, juga 

dapat menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara. 

2. Indikator non-moneter. Merupakan indikator yang diambil dari 

beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat. Indikator ini memiliki beberapa macam sub 

indikator yaitu: 

a. Indikator sosial, yaitu yang membedakan berbagai penelitian 

tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan. 

b. Indeks kualitas hidup dan Indeks pembangunan manusia, 

yaitu untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 

3. Indikator campuran. Indikator ini disebut dengan campuran 

karena merupakan campuran dari indikator sosial dan ekonomi 

yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kriminalitas, angkatan 

kerja, perumahan, akses media masa dan perjalanan wisata.
3
 

Indikator-indikator di atas memiliki masalah yang paling 

mendasar yaitu pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan 

Manusia, angkatan kerja yang semakin meningkat dan tingkat 

kemiskinan. Hal ini dapat terselesaikan jika pembangunan di 

Indonesia dapat berjalan dengan baik. Permasalahan kemiskinan 

dapat ditimbulkan karena kurangnya sumber daya manusia yang 

berkualitas. Tersedianya sumber daya yang berkualitas merupakan 

syarat penting bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi.  

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di 

Indonesia tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebagian besar tingkat 

kemiskinan masih tinggal di daerah-daerah tertentu. Indonesial 

merupakan salahl satu negaral di Asial Tenggara yang mempunyail 

tingkat kemiskinanl tinggi yangl menduduki posisi keempat termiskin 

di Asia Tenggara setelah Timor Leste, Laos, dan Filipina.  Dilansir 

dari Bankl Pembangunan Asial (Asianl Development lBank) 

melaporkanl bahwa proporsil penduduk Indonesial yang hidupl di 

bawahl garis kemiskinanl dengan paritasl daya belil (berdasarkanl 

2011 purchasingl power lparity/lPPP) sebesarl USS l1,9l per haril 

sebesar l2.7%l pada tahun 2019.
4
 Dil Indonesia, penelitianl sejumlah 

                                                             
3 Lincolin Arsyad, ‗Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi‘, 

Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan, 05.01 (2015), 1–37. 
4 ‗Daftar Negara Dengan Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan 

Terbanyak Di Asia Tenggara‘ 

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-
hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara> [accessed 2 May 2023]. 
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penduduk miskinl oleh Badanl Pusat Statistikl (lBPS) menggunakanl 

garis kemiskinan daril besarnya rupiahl yang dibelanjakanl per 

kapital sebulan untukl memenuhi kebutuhanl minimum makananl dan 

bukanl makanan. Untukl kebutuhan makananl dipakai patokanl 2100 

kaloril per lhari. Sedangkanl pengeluaran kebutuhanl minimum 

bukanl makanan meliputil pengeluaran untukl perumahan, lsandang, 

barangl dan ljasa. Komponenl pengeluaran bukanl makanan inil 

dibedakan antaral pedesaan dan lperkotaan.
5
 Grafik l1.1l 

menunjukkan datal kemiskinan daril Badan Pusatl Statistik yang 

mencakup 34l Provinsi dil lIndonesia. Perkembanganl tingkat 

kemiskinanl Maret 2019 sampail dengan Septemberl 2021 disajikanl 

pada grafikl 1 sebagail lberikut: 

Grafik 1.1 

Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2021 

(Juta) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Pada periodel Maret 2019 sampail dengan Septemberl 2021, 

tingkatl kemiskinan dil Indonesia mengalamil penurunan baikl dari 

sisil jumlah maupunl persentase, perkecualian padal Maret 2020 danl 

September 2020. Kenaikanl jumlah danl persentase pendudukl miskin 

padal periode Maretl 2020 danl September 2020 disebabkan olehl 

adanya pandemil Covid-19l yang melandal Indonesia. Jumlahl 

penduduk miskinl di Indonesial pada Septemberl 2021 mencapail 

26,50l juta lorang. Dibandingkanl dengan bulan Maretl 2021, jumlahl 

penduduk miskinl menurun l1,04l juta lorang. Sementaral jika 

dibandingkanl dengan Septemberl 2020, jumlahl penduduk miskinl 

menurun sebanyakl 1,05l juta lorang. Persentasel penduduk miskinl 

pada Septemberl 2021 tercatatl sebesar l9,71%, menurunl 0,43%l 

poin terhadapl Maret 2021l dan menurunl 0,48%l poin terhadapl 

September l2020. Garisl Kemiskinan padal September 2021l tercatat 

                                                             
5 Sayifullah and Gandasari. 
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sebesarl Rp. l486.168,-/kapita/bulanl dengan komposisil Garis 

Kemiskinanl Makanan (GKM) sebesarl Rp. l360.007,- (74.05l 

persen) danl Garis Kemiskinanl Bukan Makananl (GKBM) sebesarl 

Rp. l126.161,- (l25,95l persen).
6
 

Dalam mengatasi hal ini pemerintahl terus berupayal 

membuat programl yang bisal menekan angkal kemiskinan. Salahl 

satu kebijakanl pemerintah dalaml menekan angkal kemiskinan dil 

Indonesia adalahl melalui pengalokasianl dana desal yang sudah 

dijalankan pemerintah sejak tahun 2015. Yang mana pemerintah 

memberikan transfer dana ke pemerintah daerah kemudian untuk 

disalurkan kembali ke pemerintah desa guna membantu masyarakat 

yang berada di pedesaan. Dalam Islam telah dianjurkan mengenai 

berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang dapatl dilihat dalaml 

Al-Qur‘anl Surah lAr-Ruml ayat 38l yang berbunyi: 

                       

                   

Artinya: ―Makal berikanlah haknyal kepada kerabat dekat, jugal 

kepada orangl miskin danl orang-orangl yang dalaml 

perjalanan. Itulahl yang lebihl baik bagil orang-orangl yang 

mencaril keridhaan lAllah. danl mereka itulahl orang-

orangl yang lberuntung‖ (Q.S. Ar-Rum:38)‖ 
7
 

Urusan pemerintah desa termasuk pengelolaan keuangan 

desa secara keseluruhan menjadi kewenangan desa. Dalaml hal inil 

perlu adanyal rasa tanggung jawab yangl dimiliki olehl pemerintah. 

Sepertil dalam lAl-Qur‘anl Surah Shaadl ayat 26l mengenai rasal 

tanggung jawabl sebagai lpemimpin: 

                         

                     

                

 Artinya: ―Hail Daud, Sesungguhnyal kami menjadikanl kamu 

khalifahl (lpenguasa) dil muka lbumi, Makal berilah 

                                                             
6 Badan Pusat Statistik, ‗Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2018‘, 

Berita Resmi Statistik, 01.05 (2018), 1–8. 
7 QS. Ar-Rum Ayat 38 (Jakarta: Kemenag RI, 2018). 
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Keputusanl (lperkara) dil antara manusial dengan adill dan 

janganlahl kamu mengikutil hawa nafsu, Karenal ia akanl 

menyesatkan kamul dari jalanl Allah. sesungguhnyal 

orang-orangl yang sesatl dari jalanl Allah akanl mendapat 

azabl yang lberat, Karenal mereka melupakanl hari 

lperhitungan‖ (lQS. lShaad:26)
8
 

Pemerintahl telah menerbitkanl Peraturan Pemerintahl (lPP) 

nomorl 72 Tahunl 2005 tentangl desa sebagail dasar hukuml yang 

mengaturl yang dianggap pentingl bagi ldesa. Menurut daril Rifhi 

Siddiql menyatakan bahwal desa merupakanl suatu daerahl yang 

memilikil tingkat kepadatanl penduduk yangl rendah denganl 

interaksi sosiall yang bersifatl homogen danl mayoritas 

penduduknyal bermata pencaharianl sebagai petanil karena 

umumnyal di pedesaanl berupa wilayahl agraris.
9
 lUndang-Undangl 

No. 6l Tahun 2014l tentang Desal telah merubahl paradigma tentangl 

pengaturan ldesa, sehinggal sebuah desal tidak lagil dianggap 

sebagail objek pembangunanl tetapi beralihl peran sebagail subjek 

danl ujung tombakl pembangunan danl juga peningkatanl 

kesejahteraan lmasyarakat.
10

 

Jumlah anggaran Dana Desa yangl telah dianggarkanl 

besarnya 10%l dari danl diluar Danal Transfer. Dengan jumlah yang 

hampir selalu meningkat di setiap tahunnya, kebijakan ini dapat 

dikatakan berjalanl beriringan denganl sasaran pembangunanl untuk 

wilayahl pedesaan yangl tercantum dalaml Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan diharapkanl 

penggunaan danal desa perlul diarahkan untukl fokus mendukungl 

terwujudnya kemandirian ldesa.
11

 

Dana desa ini digunakan untuk membiayai pelaksanaanl 

pembangunan ldesa, penyelenggaraan pemerintahan ldesa, danl 

pemberdayaan masyarakatl desa dengan tujuanl untuk mengentaskanl 

kemiskinan. Hall ini didukungl oleh penelitianl Dewi danl Irama 

tahun 2018l yang menyatakan bahwal dana desal berpengaruh positifl 

terhadap kemiskinan.
12

 Sayifullah danl Gandasari tahun 2016 juga 

                                                             
8 QS. Shaad 26 (Jakarta: Kemenag RI, 2018). 
9 Rifhi Siddiq, Antropologi Sosial (Jakarta: Pustaka Setia, 2006). 
10 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‗Buku Saku Dana Desa‘ (Jakarta 

Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), p. 7. 
11 Eri Bukhari, ‗Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan 

Penduduk Desa‘, Jurnal Kajian Ilmiah, 21.2 (2021), 219–28 

<https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>. 
12 Ova Novi Irama Ratna Sari Dewi, ‗Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap 

Kemiskinan : Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara‘, JURNAL AKUNTANSI DAN 
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melakukan penelitian serupa dengan menambahkan variabel Indeks 

Pembangunan Manusia sebagai variabel independen.
13

 Penelitian 

oleh Mufti pada tahun 2020 menyatakan bahwa danal desa 

berpengaruhl negatif terhadapl kemiskinan, semakinl meningkat 

danal desa semakinl turun angkal kemiskinan.
14

 Padal tahun l2019, 

pemerintahl mengalokasikan danal Rp. 70l triliun untukl seluruh 

desal di lIndonesia. Denganl jumlah danal desa yangl besar 

diharapkanl dapat meningkatkanl pembangunan desal sehingga bisal 

memajukan perekonomianl dan jugal akan mengurangil angka 

lkemiskinan. Berikutl grafik danal desa di lIndonesia: 

Grafik 1.2 

Dana Desa di Indonesia Tahun 2019-2021 

(Triliun Rupiah)  

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Danal desa yangl dialokasikan olehl pemerintah setiapl 

tahunnya mengalamil peningkatan. Pertama kali dialokasikannya 

danal desa dil tahun 2015l berdasarkan Peraturanl Pemerintah 

Nomorl 60 Tahunl 2014 Pasall 19, yaitul sebesar lRp. l20,67l Triliun. 

Kemudianl di tahunl 2019 danal desa yangl dialokasikan pemerintahl 

pusat naikl hampir 300l persen daril tahun 2015l sebesar Rp. 70 

Triliun. Pengalokasian danal desa olehl pemerintah pusatl ini 

bertujuanl agar setiapl desa dapat meningkatkanl taraf hidupl 

masyarakatnya denganl berbagai programl pembangunan sepertil 

program linfrastruktur, pemberdayaanl ekonomi, pendidikanl dan 

lkesehatan. Programl pembangunan yangl dilaksanakan denganl baik 

diharapkanl bisa menurunkanl angka kemiskinanl di wilayah tersebut. 

                                                                                                                                         
BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi, 4.2 (2018), 11–18 
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1513>. 

13 Sayifullah and Gandasari. 
14 Mufti Arief Arfiansyah, ‗Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Di Jawa Tengah‘, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1.1 (2020), 2722–8096 
<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>. 
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Terdapat banyakl faktor yangl dapat mempengaruhil tingkat 

kemiskinanl di suatul daerah atau lnegara, dalaml hal inil tingkat 

kemiskinanl di Indonesia dipengaruhil oleh beberapal faktor, salah 

satunya yaitu Indeksl Pembangunan Manusial (lIPM), danl 

Pengangguran.  

Di dalam kerangka pembangunanl ekonomi dil suatu ldaerah, 

Indeksl Pembangunan Manusial ditentukan sebagail salah satul tolok 

ukur utamal yang dicantumkanl dalam polal dasar pembangunanl 

daerah. Hall ini menandakanl bahwa IPMl menduduki posisil penting 

dalaml manajemen pembangunanl daerah. Rendahnya keunggulan 

sumberl daya manusial menjadi salahl satu faktorl penyebab 

permasalahanl kemiskinan. Kualitasl sumber dayal manusia dapatl 

dilihat daril Indeks Pembangunanl Manusia. Indeksl pembangunan 

manusial mengukur efektivitas sumber daya manusia. Jika indeksl 

pembangunan manusial buruk maka akanl berdampak padal 

rendahnya produktivitasl tenaga lkerja. Menurutl Badan Pusatl 

Statistik, IPMl terbentuk olehl 3 dimensil dasar, yaitul umur lpanjang, 

hidupl sehat, pengetahuanl dan standarl hidup llayak.
15

 Untuk itu 

diperlukan dilakukannya beberapa upaya perluasan sumber daya 

manusia, seperti dengan cara menawarkan program kerja dan 

pelatihan kerja gunal mengembangkan sumberl daya manusial yang 

lberkualitas.
16

 

IPMl yangl merupakanl tolok ukurl pembangunan suatul 

wilayah, sebaiknyal berkorelasi positifl terhadap kondisil kemiskinan 

dil wilayah ltersebut. Karenal diharapkan suatul daerah yangl 

memiliki IPMl tinggi idealnyal kualitas hidupl masyarakat jugal 

tinggi. Ataul dapat dikatakanl bahwa jikal nilai IPMl tinggi, makal 

tingkat kemiskinanl masyarakat akanl rendah. Penelitian oleh Tarmizi 

et.al pada tahun 2020 menyatakan bahwal IPM berpengaruhl negatif 

terhadapl kemiskinan, yang artinyal semakin tinggil IPM makal 

kemiskinan bisa dikurangi.
17

 

                                                             
15 ‗Badan Pusat Statistik‘ <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-

pembangunan-manusia.html> [accessed 4 May 2023]. 
16 Widya Hari Nugraha, ‗PENGARUH ALOKASI DANA DESA, INDEKS 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 

TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH THE EFFECT OF 

VILLAGE FUND ALLOCATION, HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND GROSS 
REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS ON POVERTY LEVEL IN CE‘, 2022. 

17 Heri Tarmizi and Miksalmina Miksalmina, ‗PENGARUH DANA DESA 

DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA   TERHADAP KEMISKINAN DI 

PROVINSI ACEH‘, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 5.4 (2020), 201–
11 <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/16382> [accessed 2 May 2023]. 
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Pada grafik 1.3 menjelaskanl bahwa Indonesial memiliki 

nilail IPM yangl terus meningkatl dan mendudukil peringkat 107 

daril 189 negaral dengan skor 71,94. Sedangkanl jika dibandingkanl 

dengan lnegara-negaral ASEAN, Indonesial menduduki peringkatl 5 

daril 10 negaral di bawah lSingapura, Bruneil Darussalam, Malaysial 

dan lThailand.  

Grafik 1.3 

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2021 

(Persentase) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkanl data Badanl Pusat Statistikl (lBPS), 

peningkatanl Indeks Pembangunanl Manusia (lIPM) tahunl 2021 

terjadil pada semual dimensi, baikl umur panjangl dan hidupl sehat 

diukur berdasarkan umur harapan hidup dan lahir naik 0,13%, 

pengetahuan meningkat 0,77%  dan standar hidup layak meningkat 

1,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hall ini berbedal 

dengan peningkatanl IPM 2020l yang hanyal didukung olehl 

peningkatan padal dimensi umurl panjang hidupl sehat, hidup sehat 

serta dimensil pengetahuan, sedangkanl dimensi standarl hidup layakl 

mengalami penurunanl pada tahun 2021, dimensil hidup layakl yang 

diukurl berdasarkan lrata-ratal pengeluaran riill per kapital (yangl 

disesuaikan) meningkatl 1,30%.
18

 

Faktorl lain yangl juga berpengaruhl terhadap tingkatl 

kemiskinan yaitu pengangguranl yang disebabkan kurang, hilangnya 

ataul tidak adanyal kesempatan kerjal yang pada akhirnya 

menyebabkanl seseorang tidakl memiliki sumberl pendapatan. 

Tingginya tingkatl pengangguran merupakanl ukuran kurangl 

berhasilnya pembangunanl di suatul negara. Pengangguranl dapatl 

disebabkanl oleh angkatanl kerja yangl tumbuh cepatl setiap 

                                                             
18 Badan Pusat Statistik, ‗Berita Resmi Statistik No. 8711Th. XXIV‘, Badan 

Pusat Statistik, 87, 2021, 1–2 

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--

ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--
dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>. 
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tahunnyal namun tidakl diimbangi denganl meningkatnya 

ketersediaanl lapangan lpekerjaan.
19

 Penelitianl yang dilakukanl oleh 

Saparuddin et al. padal tahun 2019 menyatakanl bahwa tingkatl 

pengangguran terbukal tidakl berpengaruhl signifikan terhadapl 

kemiskinan dil Indonesia.
20

 

Grafik 1.4 

Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2019-2021 

(Persentase) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari grafik 1.4 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran 

atau Tingkatl Pengangguran Terbukal (lTPT) mengalamil penurunan 

sejakl tahun 2015l sampai denganl tahun l2019. Padal Agustus l2019, 

TPTl turun menjadil 5,28l persen dibandingkanl dengan tahunl lalu. 

TPT di tahun 2020l sebesar l7,07l persen, meningkatl 1,84l persen 

poinl dibandingkan denganl tahun l2019. Sedangkan di tahun 2021 

TPTl sebesar l6,49l persen, turunl 0,58l persen poinl dibandingkan 

denganl tahun l2020.
21

 Tingkat pengangguranl yang tinggil akan 

menyebabkanl masalah lkemiskinan. Salahl satu mekanismel pokok 

dalaml mengurangi kemiskinanl di negaral sedang berkembangl 

adalah denganl menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi 

kelompok miskin. 

                                                             
19 Indah Dewintari Sinaga, ‗Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Penangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan 
Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019‘, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 21.1 (2020), 1–

9. 
20 Saparuddin Mukhtar, Ari Saptono, and Asâ€TMad Samsul Arifin, ‗ANALISIS 

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT 
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP  KEMISKINAN DI INDONESIA‘, 

Ecoplan, 2.2 (2019), 77–89 <https://doi.org/10.20527/ECOPLAN.V2I2.20>. 
21 Badan Pusat Statistik (BPS), ‗BRSbrsInd-20191105172614_rev.Pdf‘, 

Bps.Go.Id, 2019 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--
tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>. 
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Berdasarkan beberapal penelitian yangl telah menganalisisl 

mengenai pengaruhl Dana Desal terhadap Kemiskinanl di berbagail 

lokasi dil Indonesia, seperti penelitian oleh oleh Tarmizi dan 

Mikasalmina tahun 2020l yang menyatakan bahwal Dana Desal 

berpengaruh signifikanl terhadap kemiskinanl dengan arahl hubungan 

positif.
22

 Terdapatl juga penelitianl yang menyatakan bahwal Dana 

Desal berpengaruh signifikanl namun denganl arah hubunganl yang 

negatif, penelitianl ini dilakukanl oleh Mufti tahun 2020
23

, Sigit et al 

tahun 2020
24

, Bukhari tahun 2021
25

, dan Abdullah tahun 2022
26

. Dil 

sisi lainl terdapat jugal penelitian yangl menyatakan bahwal Dana 

Desal tidak berpengaruhl secara signifikanl terhadap lkemiskinan, 

penelitianl tersebut dilakukanl oleh Lalira et al tahun 2018.
27

 Dapat 

diketahui bahwa telah dilakukan banyakl penelitian namunl 

menghasilkan penemuanl yang lberagam. lPenelitian-penelitian 

terdahulu tersebut yang melatarbelakangil penulis untukl meneliti 

lkembali, namunl penelitian inil menjadi berbedal karena pada 

penelitian ini menambahkanl Indeks Pembangunanl Manusia (IPM) 

danl Tingkat Pengangguranl sebagai variabell independen.  

Berdasarkanl penjabaran tersebut, makal peneliti tertarikl 

untuk mengkajil lebih dalaml dan dijadikanl penelitian denganl 

berjudul “Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia 

dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia Pada Periode 2019-2021 (Studi Kasus di 34 Provinsi 

Indonesia)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl latarl belakangl ldiatas, dapatl disimpulkanl 

perumusanl masalahl sebagail lberikut: 

1. Apakahl Danal Desa berpengaruhl terhadapl tingkat Tingkat 

Kemiskinanl di Indonesia pada tahun 2019-2021? 

                                                             
22 Tarmizi and Miksalmina. 
23 Arfiansyah. 
24 Tri Angga Sigit and Ahmad Kosasih, ‗Pengaruh Dana Desa Terhadap 

Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia‘, Indonesian Treasury Review 

Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5.2 (2020), 105–19 

<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>. 
25 Bukhari. 
26 Ristanto Abdullah, ‗Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 

Gorontalo‘, Jambura Economic Education Journal, 4.2 (2022), 165–76. 
27 Dianti Lalira1, Amran T. Nakoko2, and Ita Pingkan F. Rorong3, ‗Pengaruh 

Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh 
Kabupaten Kepulauan Talaud‘, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18.4 (2018), 62–72. 
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2. Apakahl Indeks Pembangunanl Manusia berpengaruhl terhadap 

Tingkatl Kemiskinan pada Indonesia 2019-2021? 

3. Apakahl Tingkat Pengangguranl berpengaruh terhadapl Tingkat 

Kemiskinanl pada Indonesia 2019-2021? 

4. Apakahl Danal Desa, Indeks Pembangunanl Manusia, dan 

Tingkat Pengangguran berpengaruh simultan terhadapl tingkat 

Tingkat Kemiskinanl di Indonesia pada tahun 2019-2021? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Daril perumusan masalahl diatas, penelitianl ini diharapkanl 

memberikan lmanfaat, lyaitu: 

1. Untukl menguji secara empiris danl menganalisis pengaruhl Dana 

Desa terhadapl tingkat Kemiskinanl di Indonesia. 

2. Untukl menguji secara empiris danl menganalisis pengaruhl 

Indeks Pembangunan Manusia terhadapl tingkat Kemiskinanl di 

Indonesia. 

3. Untukl menguji secara empiris danl menganalisis pengaruhl 

tingkat Pengangguranl terhadap tingkatl Kemiskinan dil 

Indonesia. 

4. Untukl menguji secara empiris danl menganalisis pengaruhl Dana 

Desa, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat Pengangguran 

terhadapl tingkat Kemiskinanl di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapunl manfaat daril penelitian inil adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagil Peneliti 

Hasill penelitian inil diharapkan dapatl meningkatkan 

kompetensi dalam mengkaji ilmu pengetahuan tentang 

penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi 

pembangunan. dan menjadi salahl satu syaratl mendapatkan 

gelarl sarjana ekonomil syariah. 

b. Bagil Peneliti Selanjutnya  

Penelitianl ini diharapkanl dapat memberi acuan serta 

rujukanl bagi penelitil selanjutnya. 

2. Manfaatl Praktis 

a. Bagil Mahasiswa 

Diharapkanl penelitian ini dapatl memperluas pemahaman 

bagi mahasiswa mengenai ekonomi pembangunan. 

b. Bagil Pemerintah 
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Diharapkanl hasil penelitianl dapat dimanfaatkan untuk 

mengevaluasi danl merumuskan kebijakan pengentasan 

kemiskinanl di Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil dari penelitianl ini dapat menjadil bahan 

referensil dalam melihatl perkembangan kemiskinanl yang 

terjadil di Indonesia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematikal penulisan skripsil ini dibuatl guna memudahkanl 

dalam memahamil sebuah lpenelitian. Berikutl ini merupakan 

sistematika penulisanl skripsi yangl hendak penelitil buat: 

1. Bagianl Awal 

Bagianl ini mencakupl halaman ljudul, pengesahanl 

mejelis pengujil ujian munaqosah, pernyataan keaslian lskripsi, 

labstrak, motto, lpersembahan, katal pengantar, daftarl isi, daftarl 

tabel, daftarl gambar/lgrafik. 

2. Bagianl Isi 

Bagianl ini meliputi 5 bab, lyaitu: 

BABl I : Pendahuluanl 

Berisikanl latarl belakangl lmasalah, rumusanl 

masalah, tujuanl serta manfaatl penelitian, 

sistematikal penulisan. 

BAB II : Landasanl Teoril 

Membahasl terkait deskripsil teori yangl dipakai 

dalam acuanl kegiatan penelitianl yang mencakup 

deskripsil teori, penelitianl terdahulu, kerangkal 

berfikir, sertal lhipotesis. 

BAB III : Metodel Penelitian 

Babl inil berisikanl tentangl jenisl penelitianl danl 

pendekatanl lpenelitian, populasil serta lsampel, 

identifikasil variabel, variabell operasional, teknikl 

pengumpulan ldata. 

BAB IV : Analisisl dan Pembahasanl 

Berisikanl terkait gambaranl umum objekl penelitian, 

analisisl data danl pembahasan. 

BAB V : Penutupl 

Memuatl kesimpulan, lsaran, dan penutup. 

3. Bagianl Akhir 

Memuatl daftar pustakal yang dipakail untuk bahanl 

rujukan pembuatanl skripsi, lampiranl pendukung isil penelitian 

sertal daftar riwayatl hidup. 


